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3NASIONAL

Andryansyah

Nah kalo kereta 
nggak boleh 

disubsidi, kan udah  
disubsidi negara

Dishubtrans tengah merancang mengefektifkan lalu lintas 
angkutan di jalanan.

Melalui semua prog-
ram itu, Andryansyah yakin 
efektifi tas akan mencapai 50 
persen terhadap pemberian 
subsidi dan jumlah kenda-
raan umum. Hal ini disebab-
kan satu jalan hanya akan 
diisi dengan dua kendaraan 

umum, salah satunya Trans-
Jakarta.

“Nah kalo kereta nggak 
boleh disubsidi, kan udah  
disubsidi negara,” tuturnya. 

Meski demikian, terha-
dap commuter line, Andry 
menegaskan tetap mem-

bantu menyediakan jasa 
feeder penumpang ke arah 
17 stasiun yang ada di Ja-
karta, seperti yang diingkan 
kemenhub. 

Disinggung mengenai 
realisasinya, dalam 100 hari 
program gubernur nantinya, 

pihaknya akan mencoba 
satu hingga dua trayek 
untuk percobaan sembari 
menunggu perangkat yang 
nantinya untuk menghitung 
ketersedian uang Rp 5 ribu 
untuk perjalan sehari.

n Sammy

ATASI KEMACETAN JAKARTA

DISHUBTRANS PELAJARI VISI MISI GUBERNUR
Jakarta, HanTer - Kepala 
Dinas Perhubungan dan 
Transportasi DKI Jakarta, 
Andryansyah optimis prog-
ram gubernur baru, ok otrip 
dapat terlaksana dalam ku-
run waktu tiga tahun. 

Salah satunya mem-
persempit trayek angkutan 
yang dinilai tidak efektif. 
Andry yakin, dengan per-
sempitan itu, upaya mem-
buat jasa angkutan dalam 
Rp 5 ribu setiap hari per 
warga bisa terlaksana dalam 
kurun waktu tiga tahun.

“Sekarang kami tengah 
mempelajari visi misi pak 
gubernur yang harus kita 
tindak lanjuti terkait den-
gan oke otrip. Bagaimana 
masyarakat bisa melaku-
kan perjalanan cukup den-
gan Rp5 ribu untuk pulang 
pergi,” ujar  Andryansyah 
menyikapi program guber-
nur, Rabu (18/10/2017).

Rencanaya, dalam me-
rampungkan program itu, 
semua trayek nantinya akan 
terkoneksi ke TransJakarta, 
sedangkan angkutan lainnya 
akan menjadi angkutan 
feeder (pengumpan). Ar-
tinya, transportasi utama 

kemudian berubah dan ter-
fokus menuju TransJakarta, 
Commuter Line, MRT, dan 
LRT yang dibangun.

Mengimplementasi-
kan program itu, rerouting 
trayek angkutan dilakukan. 
Inventarisasi trayek angku-
tan dilakukan sesuai den-
gan kebutuhan bus besar. 
Salah dengan mengukur 
jumlah ketersedian bus dan 
subsidi yang digelontorkan 
Pemprov DKI sesuai dengan 
APBD nantinya.

“Nah itu yang kita pikir-
kan. Harus ke Rerouting, 
berapa sih trayek yang di-
butuhkan untuk bus be-
sar dengan klarifi kasi jalan 
harus dilihat semua, jadi 
nantinya, setiap jalan tidak 
perlu lebih dari dua angku-
tan,” tuturnya.

Sejauh ini, berdasarkan 
data sementara yang di-
himpun olehnya, terungkap 
trayek bus besar yang ada 
di Jakarta mencapai 42, 
bila di rerouting, pihaknya 
memprediksi hanya akan 
10 trayek. 

Sementara terhadap bus 
sedang, dirinya menyakini 
sejauh ini ada 89 trayek 

ILUSTRASI
ISTIMEWA

Jakarta, HanTer - Bupa-
ti Kutai Kartanegara, Kali-
mantan Timur (nonaktif) 
Rita Widyasari, tersangka 
kasus dugaan suap perizi-
nan lokasi perkebunan 
sawit inti dan plasma di 
lingkungan Pemkab Ku-
tai Kartanegara kembali 
menjalani pemeriksaan 
di Komisi Pemberantasan 
Korupsi (KPK). 

Kali ini Rita diperik-
sa dalam kapasitasnya 
sebagai saksi dalam kasus 
dugaan gratifikasi yang 
menjeratnya juga sebagai 
tersangka.

“Yang bersangkutan 
(Rita diperiksa untuk ter-
sangka HSG (Hari Susanto 
Gun, Direktur Utama PT 
Sawit Golden Prima),” kata 
Juru Bicara KPK Febri 
Diansyah saat dikonfi rma-
si, Rabu (18/10/2017).

Febri menuturkan, se-
lain Rita, penyidik KPK juga 

melakukan pemeriksaan 
ulang terhadap saksi dari 
unsur swasta, yakni Kevin 
Wijaya. Kevin diperiksa 
sebagai saksi untuk tersang-
ka Rita. Febri belum bisa 
menjelaskan terkait materi 
pemeriksaan Rita kali ini. 

Informasinya peme-
riksaan Rita kali ini untuk 
mendalami perannya da-
lam penerimaan gratifi kasi 
dan suap. 

Karena selain Rita, ada 
11 orang dengan sebutan 
‘Tim 11’ yang ikut men-
gatur proyek-proyek di 
Pemkab Kukar. 

Tim 11 merupakan 
orang-orang di lingka-
ran Rita yang ikut men-
gendalikan pemerintahan 
Kukar. Bahkan, mereka 
disebut-sebut sebagai pi-
hak yang mengendalikan, 
menentukan anggaran 
proyek dan mempenga-
ruhi kebijakan perizinan 

proyek-proyek besar di 
wilayah Kukar. Kharudin 
yang merupakan Komisa-
ris PT Media Bangun di-
sebut-sebut sebagai pucuk 
pimpinan dari Tim 11 itu. 

Pengusutan keterli-
batan Tim 11 tidak hanya 
berhenti di Kharudin.  Ka-
rena 10 orang dari Tim 11 
lainnya menjadi bidikan 
KPK selanjutnya. Selain 
mendalami kesebelas ma-
fia daerah yang diduga 
kecipratan gratifi kasi atau 
suap, penyidik juga bakal 
mendalami pihak pemberi. 

Hal itu ditandai dengan 
gencarnya penggeledahan 
di sejumlah kantor Ke-
pala Dinas di lingkungan 
Pemkab Kukar. Apa lagi, 
dari sejumlah lokasi itu 
penyidik menyita bebera-
pa dokumen. Termasuk, 
catatan keuangan yang 
berkaitan dengan proyek-
proyek di Kukar.

Sebelumnya, Rita ber-
sama Komisaris PT Media 
Bangun Bersama Khai-
rudin ditetapkan sebagai 
tersangka oleh KPK dalam 
kasus dugaan penerimaan 
gratifi kasi. Keduanya dise-
but menerima gratifikasi 
atas sejumlah proyek di 
wilayah Kutai Kartanegara. 

Total gratifikasi yang 
diterima Rp6 miliar. Uang 
suap itu diterima Rita pada 
Juli atau Agustus 2010 dan 
diberikan untuk pembe-
rian izin lokasi kepada PT 
Sawit Golden Prima. 

Namun Rita memban-
tah duit itu merupakan 
suap. Menurutnya uang 
Rp6 miliar itu hasil pen-
jualan emas kepada Hery. 
Dalam kasus ini KPK juga 
menyita empat mobil Rita, 
yaitu Hummer tipe H3, 
Toyota Vellfi re, Ford Eve-
rest, dan Land Cruiser. 

Mobil itu diduga ha-

sil suap dan gratifikasi 
pemberian izin lahan per-
kebunan di daerah. Atas 
perbuatannya, Rita dan 
Khairudin dijerat melan-
ggar Pasal 12 huruf B UU 
No 20 Tahun 2001 tentang 
Pemberantasan Tindak 
Pidana Korupsi jo Pasal 55 
ayat (1) ke-1 KUHP.

Dari hasil pengemban-
gan, KPK kembali mene-
tapkan Rita dan Direktur 
Utama PT Sawit Golden 
Prima, Hari Susanto Gun 
sebagai tersangka kasus 
suap perizinan lokasi per-
kebunan sawit inti dan 
plasma di lingkungan Pem-
kab Kutai Kartanegara. 

Dari sini, Rita meraup 
keuntungan Rp6,9 miliar. 
Dalam kasus ini Rita di-
jerat Pasal 12 huruf a atau 
12 huruf b atau Pasal 11 UU 
No 31 tahun 1999 sebagai-
mana diubah dalam UU 
No 20 tahun 2001 tentang 

Pemberantasan Tindak 
Pidana Korupsi.

Hari selaku pemberi 
suap dijerat Pasal 5 ayat 1 
huruf a atau Pasal 5 ayat 1 
huruf b atau Pasal 11 UU 

No 31 tahun 1999 sebagai-
mana diubah dalam UU 
No 20 tahun 2001 tentang 
Pemberantasan Tindak 
Pidana Korupsi. 

n Safari

Bupati Kukar Kembali Digarap KPK

RITA WIDYASARI
ISTIMEWA

yang beredar, dirinya akan 
mempersempit menjadi 
46 dengan 10 diantaranya 
akan digabungkan menjadi 
satu trayek.

Terhadap angkutan 
kecil, seperti angkot, dari 
152 trayek yang ada dan 
dikelolah 13 operator yang 
tersedia. Andri menyakini 
rerouting akan mencapai 
hingga ke gang gang kecil 
di pemukiman.

“Inilah yang nanti akan 
kita hitung berapa sih subsi-
di yang harus kita keluarkan 
untuk menerapkan itu,” 
tutur Andri sembari men-
jelaskan jumlah subsidi 
mencapai Rp2,8 Triliyun. 

Jakarta, HanTer - Komi-
si Pemberantasan Korupsi 
(KPK) memeriksa enam sak-
si dalam penyidikan tindak 
korupsi suap terkait perkara 
banding atas nama terdakwa 
Marlina Moha Siahaan da-
lam perkara TPK tunjangan 
penghasilan aparatur peme-
rintah desa (TPAPD) Kab 
Bolaang Mongondow tahun 
2010.

“Saksi-saksi yang dipe-
riksa terdiri dari Ketua Pen-
gadilan Negeri Manado, Ha-
kim PN Manado, Pelaksana 
Harian Panitera PN Mana-
do, Anggota Majelis Hakim 
Banding PN Manado, Jaksa 
Penuntut Umum Perkara Po-
kok Marlina Moha Siahaan, 
dan Penasihat Hukum. Pe-
meriksaan dilakukan di kan-
tor Polda Sulawesi Utara,” 
ujar Juru Bicara KPK Febri 
Diansyah di gedung KPK, 
Jakarta, Rabu (18/10/2017).

Menurut Febri, materi 
pemeriksaan yang dilakukan 
terkait dengan mekanisme 
penanganan perkara ban-
ding terdakwa Marlina Moha 
Siahaan di Pengadilan Nege-
ri Manado.

“Untuk pimpinan atau 
Majelis Hakim di tingkat 
pertama kami dalami bagai-
mana proses persidangan 
saat itu karena proses persi-
dangan di tingkat Pengadilan 
Tipikor ini diketahui oleh 
pihak-pihak yang terkait 
apakah itu majelis hakim, 
Jaksa Penuntut Umumnya 

atau pun pihak kuasa hukum 
pada saat itu,” ujarnya.

Menurut Febri, untuk 
proses bandingnya tentu 
yang mengetahui adalah 
hakim pada tingkat banding 
tersebut.

“Jadi, materi-materinya 
yang kami dalami itu ter-
masuk juga proses dari ting-
kat pertama pada banding 
karena dalam kasus ini kan 
diduga penerimaan suap 
tersebut untuk mempenga-
ruhi putusan banding. Jadi 
itu kami dalami juga,” ucap 
Febri.

KPK telah menetapkan 
Ketua Pengadilan Tinggi Ma-
nado Sudiwardono dan ang-
gota Komisi XI DPR RI dari 
Fraksi Partai Golkar Aditya 
Anugrah Moha sebagai ter-
sangka dugaan suap terkait 
putusan banding perkara 
kasus korupsi Tunjangan 

Penghasilan Aparatur Peme-
rintah Desa (TPAPD) Kabu-
paten Bolaang Mongondow 
tahun 2010.

Sudiwarsono dan Aditya 
diamankan dalam Operasi 
Tangkap Tangan (OTT) KPK 
di hotel di daerah Pecenon-
gan Jakarta Pusat pada Ju-
mat (6/10) malam dengan 
barang bukti sebesar 64 ribu 
dolar Singapura dari total 
“commitment fee” sebesar 
Rp1 miliar dalam pecahan 
dolar Singapura.

Pemberian uang diduga 
untuk mempengaruhi pu-
tusan banding dalam per-
kara ibunda Aditya, Marlina 
Moha Siahaan selaku Bu-
pati Bolaang Mongondow 
periode 2001-2006 dan 
2006-2015 yang sudah 
divonis bersalah 5 tahun 
penjara dalam perkara 
korupsi TPAPD Bolaang 

Mongondow. Uang juga di-
berikan agar Marlina tidak 
perlu ditahan.

Pemberian uang sudah 
dilakukan sejak pertengahan 
Agustus 2017 yaitu sebesar 
60 ribu dolar Singapura di 
Manado selanjutnya pada 
Jumat (6/10) kembali di-
serahkan 30 ribu dolar Sin-
gapura seusai penyerahan di 
pintu darurat salah satu hotel 
di Jakarta, dan masih ada 11 
ribu dolar Singapura yang 
ada di mobil Aditya.

Sebelumnya, KPK sudah 
melakukan supervisi terkait 
penanganan kasus TPAPD 
Kabupaten Bolaang Mon-
gondow sejak 2014.

“Penanganan kasus 
TPAPD Kabupaten Bolaang 
Mongondow yang saat ini 
diduga ingin dipengaruhi 
dalam kasus suap terhadap 
Kepala Pengadilan Tinggi 
Manado tersebut awalnya 
telah disupervisi KPK,” kata 
Febri.

Menurut Febri, penyidi-
kan kasus tersebut dilakukan 
Polres Bolaang Mongondow 
dan supervisi dilakukan KPK 
sejak 2014 dengan kerja 
sama yang baik antara KPK 
dan Polri.

“Sejumlah pihak dalam 
kasus ini sudah diproses ke 
Pengadilan Tipikor. Enam 
di antaranya sudah dijatuhi 
putusan Pengadilan Tipikor 
yg berkekuatan hukum te-
tap,” tuturnya.

n Safari

KPK Dalami Kasus Suap Kab Bolaang Mongondow Empat Kapal Perang
India Tiba di Jakarta
Jakarta, HanTer - Empat 
kapal perang India, yakni 
INS Tir (A 86), INS Sujata 
(P 56), ICGS Sarathi serta 
INS Sudarshini (A 77) tiba di 
Jakarta dan merapat di Der-
maga Jakarta International 
Container Terminal (JICT) 
II Tanjung Priok, Jakarta 
Utara, Rabu.

Kadispen Lantamal III, 
Mayor Laut (KH) Ign M 
Pundjung T dalam keteran-
gan tertulisnya di Jakarta, 
menyebutkan, kedatangan 
Kapal Perang Angkatan 
Laut India tersebut disam-
but Pasukan Kehormatan 
Pangkalan Utama TNI 
Angkatan Laut (Lantamal) 
III Jakarta yang dipimpin 
Plh Wadan Lantamal III 
merangkap Asops Danlan-
tamal III Kolonel Laut (P) 
Teddie Bernard Hernawan 
didampingi Danpomal Lan-
tamal III Kolonel laut (PM) 
Ade Permana dan perwira 
lainnya.

Empat kapal perang In-
dia yang datang berkunjung 
selama lima hari hingga 22 
Oktober 2017 itu memiliki 
karakteristik umum.

seperti kapal INS Tir 
(A 86) dengan Komandan 
Kapal Captain DJ Revar 
ini merupakan type Trai-
ning Ship berkelas/jenis 
Tir Class yang berdimensi 

panjang 105,85 meter, le-
bar 13,20 meter, draft 4,8 
meter, bobot 1,920 ton, 
kecepatan maksimal 21 
knot, pengawak 70 orang 
serta dilengkapi berbagai 
persenjataan.

Sedangkan kapal INS 
Sujata (P 56) di bawah 
pimpinan Commander KB 
Singh adalah kapal type 
Patrol Vessel berkelas/je-
nis Sukanya Class dengan 
dimensi panjang 101 meter, 
lebar 11,5 meter, draft 4,5 
meter, bobot 1,920 ton, 
kecepatan maksimal 21 
knot, pengawak 70 orang 
serta dilengkapi berbagai 
persenjataan.

ICGS Sarathi dengan 
Komandan Kapal Com-
mander Pankaj Agrawal 
tergolong dalam type Patrol 
Boat berkelas/jenis Sama-
rath Class memiliki dimensi 
panjang 105 meter, lebar 
13,6 meter, draft 6,2 meter, 
kecepatan maksimal 23 
knot, pengawak 18 perwira 
dan 108 pelaut serta dileng-
kapi persenjataan.

Selain itu, Kapal INS 
Sudarshini (A 77) dibawah 
pimpinan Commander 
Amulya R Mishra termasuk 
type Training Tall Ship ber-
kelas/jenis Three Masted 
Barque dengan dimensi 
panjang 54 meter, lebar 8,53 

meter, tinggi 34,5 meter, 
draft 4,5 meter, bobot 427 
ton, kecepatan 10 knot dan 
pengawak 6 perwira dan 
45 kadet.

Kemudian, Teddie Ber-
nard Hernawan mewakili 
Komandan Lantamal III 
Laksamana Pertama TNI 
Muchammad Richad me-
nerima Courtesy Call (CC) 
para komandan kapal pe-
rang India yang dipimpin 
Captain DJ Revar di Mako 
Lantamal III Jakarta.

Turut hadir pada kun-
jungan kehormatan perwi-
ra India tersebut, Asintel 
Danlantamal III Kolonel 
Marinir I Gede Dewa Wi-
rawan, Ka Kuwil Lantamal 
III Kolonel Laut (S) Rach-
mat Kurniawan Putra, As-
pers Danlantamal III Letkol 
Laut (S) Binsar Mangaratua 
S, Dandema Lantamal III 
Letkol Marinir Kristiyo-
no dan beberapa perwira 
lainnya.

Selain itu juga akan di-
laksanakan olahraga per-
sahabatan, yakni pertan-
dingan sepak bola, bola voli 
dan tarik tambang antara 
Tentara Angkatan Laut In-
dia dengan Prajurit Lanta-
mal III Jakarta di lapangan 
Mako Lantamal III, pada 
Kamis (19/10/2017).

n Danial

FEBRI DIANSYAH
ISTIMEWA
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Andryansyah

Nah kalo kereta 
nggak boleh 

disubsidi, kan udah  
disubsidi negara

Dishubtrans tengah merancang mengefektifkan lalu lintas 
angkutan di jalanan.

Melalui semua prog-
ram itu, Andryansyah yakin 
efektifi tas akan mencapai 50 
persen terhadap pemberian 
subsidi dan jumlah kenda-
raan umum. Hal ini disebab-
kan satu jalan hanya akan 
diisi dengan dua kendaraan 

umum, salah satunya Trans-
Jakarta.

“Nah kalo kereta nggak 
boleh disubsidi, kan udah  
disubsidi negara,” tuturnya. 

Meski demikian, terha-
dap commuter line, Andry 
menegaskan tetap mem-

bantu menyediakan jasa 
feeder penumpang ke arah 
17 stasiun yang ada di Ja-
karta, seperti yang diingkan 
kemenhub. 

Disinggung mengenai 
realisasinya, dalam 100 hari 
program gubernur nantinya, 

pihaknya akan mencoba 
satu hingga dua trayek 
untuk percobaan sembari 
menunggu perangkat yang 
nantinya untuk menghitung 
ketersedian uang Rp 5 ribu 
untuk perjalan sehari.

n Sammy

ATASI KEMACETAN JAKARTA

DISHUBTRANS PELAJARI VISI MISI GUBERNUR
Jakarta, HanTer - Kepala 
Dinas Perhubungan dan 
Transportasi DKI Jakarta, 
Andryansyah optimis prog-
ram gubernur baru, ok otrip 
dapat terlaksana dalam ku-
run waktu tiga tahun. 

Salah satunya mem-
persempit trayek angkutan 
yang dinilai tidak efektif. 
Andry yakin, dengan per-
sempitan itu, upaya mem-
buat jasa angkutan dalam 
Rp 5 ribu setiap hari per 
warga bisa terlaksana dalam 
kurun waktu tiga tahun.

“Sekarang kami tengah 
mempelajari visi misi pak 
gubernur yang harus kita 
tindak lanjuti terkait den-
gan oke otrip. Bagaimana 
masyarakat bisa melaku-
kan perjalanan cukup den-
gan Rp5 ribu untuk pulang 
pergi,” ujar  Andryansyah 
menyikapi program guber-
nur, Rabu (18/10/2017).

Rencanaya, dalam me-
rampungkan program itu, 
semua trayek nantinya akan 
terkoneksi ke TransJakarta, 
sedangkan angkutan lainnya 
akan menjadi angkutan 
feeder (pengumpan). Ar-
tinya, transportasi utama 

kemudian berubah dan ter-
fokus menuju TransJakarta, 
Commuter Line, MRT, dan 
LRT yang dibangun.

Mengimplementasi-
kan program itu, rerouting 
trayek angkutan dilakukan. 
Inventarisasi trayek angku-
tan dilakukan sesuai den-
gan kebutuhan bus besar. 
Salah dengan mengukur 
jumlah ketersedian bus dan 
subsidi yang digelontorkan 
Pemprov DKI sesuai dengan 
APBD nantinya.

“Nah itu yang kita pikir-
kan. Harus ke Rerouting, 
berapa sih trayek yang di-
butuhkan untuk bus be-
sar dengan klarifi kasi jalan 
harus dilihat semua, jadi 
nantinya, setiap jalan tidak 
perlu lebih dari dua angku-
tan,” tuturnya.

Sejauh ini, berdasarkan 
data sementara yang di-
himpun olehnya, terungkap 
trayek bus besar yang ada 
di Jakarta mencapai 42, 
bila di rerouting, pihaknya 
memprediksi hanya akan 
10 trayek. 

Sementara terhadap bus 
sedang, dirinya menyakini 
sejauh ini ada 89 trayek 

ILUSTRASI
ISTIMEWA

Jakarta, HanTer - Bupa-
ti Kutai Kartanegara, Kali-
mantan Timur (nonaktif) 
Rita Widyasari, tersangka 
kasus dugaan suap perizi-
nan lokasi perkebunan 
sawit inti dan plasma di 
lingkungan Pemkab Ku-
tai Kartanegara kembali 
menjalani pemeriksaan 
di Komisi Pemberantasan 
Korupsi (KPK). 

Kali ini Rita diperik-
sa dalam kapasitasnya 
sebagai saksi dalam kasus 
dugaan gratifikasi yang 
menjeratnya juga sebagai 
tersangka.

“Yang bersangkutan 
(Rita diperiksa untuk ter-
sangka HSG (Hari Susanto 
Gun, Direktur Utama PT 
Sawit Golden Prima),” kata 
Juru Bicara KPK Febri 
Diansyah saat dikonfi rma-
si, Rabu (18/10/2017).

Febri menuturkan, se-
lain Rita, penyidik KPK juga 

melakukan pemeriksaan 
ulang terhadap saksi dari 
unsur swasta, yakni Kevin 
Wijaya. Kevin diperiksa 
sebagai saksi untuk tersang-
ka Rita. Febri belum bisa 
menjelaskan terkait materi 
pemeriksaan Rita kali ini. 

Informasinya peme-
riksaan Rita kali ini untuk 
mendalami perannya da-
lam penerimaan gratifi kasi 
dan suap. 

Karena selain Rita, ada 
11 orang dengan sebutan 
‘Tim 11’ yang ikut men-
gatur proyek-proyek di 
Pemkab Kukar. 

Tim 11 merupakan 
orang-orang di lingka-
ran Rita yang ikut men-
gendalikan pemerintahan 
Kukar. Bahkan, mereka 
disebut-sebut sebagai pi-
hak yang mengendalikan, 
menentukan anggaran 
proyek dan mempenga-
ruhi kebijakan perizinan 

proyek-proyek besar di 
wilayah Kukar. Kharudin 
yang merupakan Komisa-
ris PT Media Bangun di-
sebut-sebut sebagai pucuk 
pimpinan dari Tim 11 itu. 

Pengusutan keterli-
batan Tim 11 tidak hanya 
berhenti di Kharudin.  Ka-
rena 10 orang dari Tim 11 
lainnya menjadi bidikan 
KPK selanjutnya. Selain 
mendalami kesebelas ma-
fia daerah yang diduga 
kecipratan gratifi kasi atau 
suap, penyidik juga bakal 
mendalami pihak pemberi. 

Hal itu ditandai dengan 
gencarnya penggeledahan 
di sejumlah kantor Ke-
pala Dinas di lingkungan 
Pemkab Kukar. Apa lagi, 
dari sejumlah lokasi itu 
penyidik menyita bebera-
pa dokumen. Termasuk, 
catatan keuangan yang 
berkaitan dengan proyek-
proyek di Kukar.

Sebelumnya, Rita ber-
sama Komisaris PT Media 
Bangun Bersama Khai-
rudin ditetapkan sebagai 
tersangka oleh KPK dalam 
kasus dugaan penerimaan 
gratifi kasi. Keduanya dise-
but menerima gratifikasi 
atas sejumlah proyek di 
wilayah Kutai Kartanegara. 

Total gratifikasi yang 
diterima Rp6 miliar. Uang 
suap itu diterima Rita pada 
Juli atau Agustus 2010 dan 
diberikan untuk pembe-
rian izin lokasi kepada PT 
Sawit Golden Prima. 

Namun Rita memban-
tah duit itu merupakan 
suap. Menurutnya uang 
Rp6 miliar itu hasil pen-
jualan emas kepada Hery. 
Dalam kasus ini KPK juga 
menyita empat mobil Rita, 
yaitu Hummer tipe H3, 
Toyota Vellfi re, Ford Eve-
rest, dan Land Cruiser. 

Mobil itu diduga ha-

sil suap dan gratifikasi 
pemberian izin lahan per-
kebunan di daerah. Atas 
perbuatannya, Rita dan 
Khairudin dijerat melan-
ggar Pasal 12 huruf B UU 
No 20 Tahun 2001 tentang 
Pemberantasan Tindak 
Pidana Korupsi jo Pasal 55 
ayat (1) ke-1 KUHP.

Dari hasil pengemban-
gan, KPK kembali mene-
tapkan Rita dan Direktur 
Utama PT Sawit Golden 
Prima, Hari Susanto Gun 
sebagai tersangka kasus 
suap perizinan lokasi per-
kebunan sawit inti dan 
plasma di lingkungan Pem-
kab Kutai Kartanegara. 

Dari sini, Rita meraup 
keuntungan Rp6,9 miliar. 
Dalam kasus ini Rita di-
jerat Pasal 12 huruf a atau 
12 huruf b atau Pasal 11 UU 
No 31 tahun 1999 sebagai-
mana diubah dalam UU 
No 20 tahun 2001 tentang 

Pemberantasan Tindak 
Pidana Korupsi.

Hari selaku pemberi 
suap dijerat Pasal 5 ayat 1 
huruf a atau Pasal 5 ayat 1 
huruf b atau Pasal 11 UU 

No 31 tahun 1999 sebagai-
mana diubah dalam UU 
No 20 tahun 2001 tentang 
Pemberantasan Tindak 
Pidana Korupsi. 
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Bupati Kukar Kembali Digarap KPK

RITA WIDYASARI
ISTIMEWA

yang beredar, dirinya akan 
mempersempit menjadi 
46 dengan 10 diantaranya 
akan digabungkan menjadi 
satu trayek.

Terhadap angkutan 
kecil, seperti angkot, dari 
152 trayek yang ada dan 
dikelolah 13 operator yang 
tersedia. Andri menyakini 
rerouting akan mencapai 
hingga ke gang gang kecil 
di pemukiman.

“Inilah yang nanti akan 
kita hitung berapa sih subsi-
di yang harus kita keluarkan 
untuk menerapkan itu,” 
tutur Andri sembari men-
jelaskan jumlah subsidi 
mencapai Rp2,8 Triliyun. 

Jakarta, HanTer - Komi-
si Pemberantasan Korupsi 
(KPK) memeriksa enam sak-
si dalam penyidikan tindak 
korupsi suap terkait perkara 
banding atas nama terdakwa 
Marlina Moha Siahaan da-
lam perkara TPK tunjangan 
penghasilan aparatur peme-
rintah desa (TPAPD) Kab 
Bolaang Mongondow tahun 
2010.

“Saksi-saksi yang dipe-
riksa terdiri dari Ketua Pen-
gadilan Negeri Manado, Ha-
kim PN Manado, Pelaksana 
Harian Panitera PN Mana-
do, Anggota Majelis Hakim 
Banding PN Manado, Jaksa 
Penuntut Umum Perkara Po-
kok Marlina Moha Siahaan, 
dan Penasihat Hukum. Pe-
meriksaan dilakukan di kan-
tor Polda Sulawesi Utara,” 
ujar Juru Bicara KPK Febri 
Diansyah di gedung KPK, 
Jakarta, Rabu (18/10/2017).

Menurut Febri, materi 
pemeriksaan yang dilakukan 
terkait dengan mekanisme 
penanganan perkara ban-
ding terdakwa Marlina Moha 
Siahaan di Pengadilan Nege-
ri Manado.

“Untuk pimpinan atau 
Majelis Hakim di tingkat 
pertama kami dalami bagai-
mana proses persidangan 
saat itu karena proses persi-
dangan di tingkat Pengadilan 
Tipikor ini diketahui oleh 
pihak-pihak yang terkait 
apakah itu majelis hakim, 
Jaksa Penuntut Umumnya 

atau pun pihak kuasa hukum 
pada saat itu,” ujarnya.

Menurut Febri, untuk 
proses bandingnya tentu 
yang mengetahui adalah 
hakim pada tingkat banding 
tersebut.

“Jadi, materi-materinya 
yang kami dalami itu ter-
masuk juga proses dari ting-
kat pertama pada banding 
karena dalam kasus ini kan 
diduga penerimaan suap 
tersebut untuk mempenga-
ruhi putusan banding. Jadi 
itu kami dalami juga,” ucap 
Febri.

KPK telah menetapkan 
Ketua Pengadilan Tinggi Ma-
nado Sudiwardono dan ang-
gota Komisi XI DPR RI dari 
Fraksi Partai Golkar Aditya 
Anugrah Moha sebagai ter-
sangka dugaan suap terkait 
putusan banding perkara 
kasus korupsi Tunjangan 

Penghasilan Aparatur Peme-
rintah Desa (TPAPD) Kabu-
paten Bolaang Mongondow 
tahun 2010.

Sudiwarsono dan Aditya 
diamankan dalam Operasi 
Tangkap Tangan (OTT) KPK 
di hotel di daerah Pecenon-
gan Jakarta Pusat pada Ju-
mat (6/10) malam dengan 
barang bukti sebesar 64 ribu 
dolar Singapura dari total 
“commitment fee” sebesar 
Rp1 miliar dalam pecahan 
dolar Singapura.

Pemberian uang diduga 
untuk mempengaruhi pu-
tusan banding dalam per-
kara ibunda Aditya, Marlina 
Moha Siahaan selaku Bu-
pati Bolaang Mongondow 
periode 2001-2006 dan 
2006-2015 yang sudah 
divonis bersalah 5 tahun 
penjara dalam perkara 
korupsi TPAPD Bolaang 

Mongondow. Uang juga di-
berikan agar Marlina tidak 
perlu ditahan.

Pemberian uang sudah 
dilakukan sejak pertengahan 
Agustus 2017 yaitu sebesar 
60 ribu dolar Singapura di 
Manado selanjutnya pada 
Jumat (6/10) kembali di-
serahkan 30 ribu dolar Sin-
gapura seusai penyerahan di 
pintu darurat salah satu hotel 
di Jakarta, dan masih ada 11 
ribu dolar Singapura yang 
ada di mobil Aditya.

Sebelumnya, KPK sudah 
melakukan supervisi terkait 
penanganan kasus TPAPD 
Kabupaten Bolaang Mon-
gondow sejak 2014.

“Penanganan kasus 
TPAPD Kabupaten Bolaang 
Mongondow yang saat ini 
diduga ingin dipengaruhi 
dalam kasus suap terhadap 
Kepala Pengadilan Tinggi 
Manado tersebut awalnya 
telah disupervisi KPK,” kata 
Febri.

Menurut Febri, penyidi-
kan kasus tersebut dilakukan 
Polres Bolaang Mongondow 
dan supervisi dilakukan KPK 
sejak 2014 dengan kerja 
sama yang baik antara KPK 
dan Polri.

“Sejumlah pihak dalam 
kasus ini sudah diproses ke 
Pengadilan Tipikor. Enam 
di antaranya sudah dijatuhi 
putusan Pengadilan Tipikor 
yg berkekuatan hukum te-
tap,” tuturnya.

n Safari

KPK Dalami Kasus Suap Kab Bolaang Mongondow Empat Kapal Perang
India Tiba di Jakarta
Jakarta, HanTer - Empat 
kapal perang India, yakni 
INS Tir (A 86), INS Sujata 
(P 56), ICGS Sarathi serta 
INS Sudarshini (A 77) tiba di 
Jakarta dan merapat di Der-
maga Jakarta International 
Container Terminal (JICT) 
II Tanjung Priok, Jakarta 
Utara, Rabu.

Kadispen Lantamal III, 
Mayor Laut (KH) Ign M 
Pundjung T dalam keteran-
gan tertulisnya di Jakarta, 
menyebutkan, kedatangan 
Kapal Perang Angkatan 
Laut India tersebut disam-
but Pasukan Kehormatan 
Pangkalan Utama TNI 
Angkatan Laut (Lantamal) 
III Jakarta yang dipimpin 
Plh Wadan Lantamal III 
merangkap Asops Danlan-
tamal III Kolonel Laut (P) 
Teddie Bernard Hernawan 
didampingi Danpomal Lan-
tamal III Kolonel laut (PM) 
Ade Permana dan perwira 
lainnya.

Empat kapal perang In-
dia yang datang berkunjung 
selama lima hari hingga 22 
Oktober 2017 itu memiliki 
karakteristik umum.

seperti kapal INS Tir 
(A 86) dengan Komandan 
Kapal Captain DJ Revar 
ini merupakan type Trai-
ning Ship berkelas/jenis 
Tir Class yang berdimensi 

panjang 105,85 meter, le-
bar 13,20 meter, draft 4,8 
meter, bobot 1,920 ton, 
kecepatan maksimal 21 
knot, pengawak 70 orang 
serta dilengkapi berbagai 
persenjataan.

Sedangkan kapal INS 
Sujata (P 56) di bawah 
pimpinan Commander KB 
Singh adalah kapal type 
Patrol Vessel berkelas/je-
nis Sukanya Class dengan 
dimensi panjang 101 meter, 
lebar 11,5 meter, draft 4,5 
meter, bobot 1,920 ton, 
kecepatan maksimal 21 
knot, pengawak 70 orang 
serta dilengkapi berbagai 
persenjataan.

ICGS Sarathi dengan 
Komandan Kapal Com-
mander Pankaj Agrawal 
tergolong dalam type Patrol 
Boat berkelas/jenis Sama-
rath Class memiliki dimensi 
panjang 105 meter, lebar 
13,6 meter, draft 6,2 meter, 
kecepatan maksimal 23 
knot, pengawak 18 perwira 
dan 108 pelaut serta dileng-
kapi persenjataan.

Selain itu, Kapal INS 
Sudarshini (A 77) dibawah 
pimpinan Commander 
Amulya R Mishra termasuk 
type Training Tall Ship ber-
kelas/jenis Three Masted 
Barque dengan dimensi 
panjang 54 meter, lebar 8,53 

meter, tinggi 34,5 meter, 
draft 4,5 meter, bobot 427 
ton, kecepatan 10 knot dan 
pengawak 6 perwira dan 
45 kadet.

Kemudian, Teddie Ber-
nard Hernawan mewakili 
Komandan Lantamal III 
Laksamana Pertama TNI 
Muchammad Richad me-
nerima Courtesy Call (CC) 
para komandan kapal pe-
rang India yang dipimpin 
Captain DJ Revar di Mako 
Lantamal III Jakarta.

Turut hadir pada kun-
jungan kehormatan perwi-
ra India tersebut, Asintel 
Danlantamal III Kolonel 
Marinir I Gede Dewa Wi-
rawan, Ka Kuwil Lantamal 
III Kolonel Laut (S) Rach-
mat Kurniawan Putra, As-
pers Danlantamal III Letkol 
Laut (S) Binsar Mangaratua 
S, Dandema Lantamal III 
Letkol Marinir Kristiyo-
no dan beberapa perwira 
lainnya.

Selain itu juga akan di-
laksanakan olahraga per-
sahabatan, yakni pertan-
dingan sepak bola, bola voli 
dan tarik tambang antara 
Tentara Angkatan Laut In-
dia dengan Prajurit Lanta-
mal III Jakarta di lapangan 
Mako Lantamal III, pada 
Kamis (19/10/2017).

n Danial

FEBRI DIANSYAH
ISTIMEWA

Kamis, 19 Oktober 2017
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Andryansyah

Nah kalo kereta 
nggak boleh 

disubsidi, kan udah  
disubsidi negara

Dishubtrans tengah merancang mengefektifkan lalu lintas 
angkutan di jalanan.

Melalui semua prog-
ram itu, Andryansyah yakin 
efektifi tas akan mencapai 50 
persen terhadap pemberian 
subsidi dan jumlah kenda-
raan umum. Hal ini disebab-
kan satu jalan hanya akan 
diisi dengan dua kendaraan 

umum, salah satunya Trans-
Jakarta.

“Nah kalo kereta nggak 
boleh disubsidi, kan udah  
disubsidi negara,” tuturnya. 

Meski demikian, terha-
dap commuter line, Andry 
menegaskan tetap mem-

bantu menyediakan jasa 
feeder penumpang ke arah 
17 stasiun yang ada di Ja-
karta, seperti yang diingkan 
kemenhub. 

Disinggung mengenai 
realisasinya, dalam 100 hari 
program gubernur nantinya, 

pihaknya akan mencoba 
satu hingga dua trayek 
untuk percobaan sembari 
menunggu perangkat yang 
nantinya untuk menghitung 
ketersedian uang Rp 5 ribu 
untuk perjalan sehari.

n Sammy

ATASI KEMACETAN JAKARTA

DISHUBTRANS PELAJARI VISI MISI GUBERNUR
Jakarta, HanTer - Kepala 
Dinas Perhubungan dan 
Transportasi DKI Jakarta, 
Andryansyah optimis prog-
ram gubernur baru, ok otrip 
dapat terlaksana dalam ku-
run waktu tiga tahun. 

Salah satunya mem-
persempit trayek angkutan 
yang dinilai tidak efektif. 
Andry yakin, dengan per-
sempitan itu, upaya mem-
buat jasa angkutan dalam 
Rp 5 ribu setiap hari per 
warga bisa terlaksana dalam 
kurun waktu tiga tahun.

“Sekarang kami tengah 
mempelajari visi misi pak 
gubernur yang harus kita 
tindak lanjuti terkait den-
gan oke otrip. Bagaimana 
masyarakat bisa melaku-
kan perjalanan cukup den-
gan Rp5 ribu untuk pulang 
pergi,” ujar  Andryansyah 
menyikapi program guber-
nur, Rabu (18/10/2017).

Rencanaya, dalam me-
rampungkan program itu, 
semua trayek nantinya akan 
terkoneksi ke TransJakarta, 
sedangkan angkutan lainnya 
akan menjadi angkutan 
feeder (pengumpan). Ar-
tinya, transportasi utama 

kemudian berubah dan ter-
fokus menuju TransJakarta, 
Commuter Line, MRT, dan 
LRT yang dibangun.

Mengimplementasi-
kan program itu, rerouting 
trayek angkutan dilakukan. 
Inventarisasi trayek angku-
tan dilakukan sesuai den-
gan kebutuhan bus besar. 
Salah dengan mengukur 
jumlah ketersedian bus dan 
subsidi yang digelontorkan 
Pemprov DKI sesuai dengan 
APBD nantinya.

“Nah itu yang kita pikir-
kan. Harus ke Rerouting, 
berapa sih trayek yang di-
butuhkan untuk bus be-
sar dengan klarifi kasi jalan 
harus dilihat semua, jadi 
nantinya, setiap jalan tidak 
perlu lebih dari dua angku-
tan,” tuturnya.

Sejauh ini, berdasarkan 
data sementara yang di-
himpun olehnya, terungkap 
trayek bus besar yang ada 
di Jakarta mencapai 42, 
bila di rerouting, pihaknya 
memprediksi hanya akan 
10 trayek. 

Sementara terhadap bus 
sedang, dirinya menyakini 
sejauh ini ada 89 trayek 

ILUSTRASI
ISTIMEWA

Jakarta, HanTer - Bupa-
ti Kutai Kartanegara, Kali-
mantan Timur (nonaktif) 
Rita Widyasari, tersangka 
kasus dugaan suap perizi-
nan lokasi perkebunan 
sawit inti dan plasma di 
lingkungan Pemkab Ku-
tai Kartanegara kembali 
menjalani pemeriksaan 
di Komisi Pemberantasan 
Korupsi (KPK). 

Kali ini Rita diperik-
sa dalam kapasitasnya 
sebagai saksi dalam kasus 
dugaan gratifikasi yang 
menjeratnya juga sebagai 
tersangka.

“Yang bersangkutan 
(Rita diperiksa untuk ter-
sangka HSG (Hari Susanto 
Gun, Direktur Utama PT 
Sawit Golden Prima),” kata 
Juru Bicara KPK Febri 
Diansyah saat dikonfi rma-
si, Rabu (18/10/2017).

Febri menuturkan, se-
lain Rita, penyidik KPK juga 

melakukan pemeriksaan 
ulang terhadap saksi dari 
unsur swasta, yakni Kevin 
Wijaya. Kevin diperiksa 
sebagai saksi untuk tersang-
ka Rita. Febri belum bisa 
menjelaskan terkait materi 
pemeriksaan Rita kali ini. 

Informasinya peme-
riksaan Rita kali ini untuk 
mendalami perannya da-
lam penerimaan gratifi kasi 
dan suap. 

Karena selain Rita, ada 
11 orang dengan sebutan 
‘Tim 11’ yang ikut men-
gatur proyek-proyek di 
Pemkab Kukar. 

Tim 11 merupakan 
orang-orang di lingka-
ran Rita yang ikut men-
gendalikan pemerintahan 
Kukar. Bahkan, mereka 
disebut-sebut sebagai pi-
hak yang mengendalikan, 
menentukan anggaran 
proyek dan mempenga-
ruhi kebijakan perizinan 

proyek-proyek besar di 
wilayah Kukar. Kharudin 
yang merupakan Komisa-
ris PT Media Bangun di-
sebut-sebut sebagai pucuk 
pimpinan dari Tim 11 itu. 

Pengusutan keterli-
batan Tim 11 tidak hanya 
berhenti di Kharudin.  Ka-
rena 10 orang dari Tim 11 
lainnya menjadi bidikan 
KPK selanjutnya. Selain 
mendalami kesebelas ma-
fia daerah yang diduga 
kecipratan gratifi kasi atau 
suap, penyidik juga bakal 
mendalami pihak pemberi. 

Hal itu ditandai dengan 
gencarnya penggeledahan 
di sejumlah kantor Ke-
pala Dinas di lingkungan 
Pemkab Kukar. Apa lagi, 
dari sejumlah lokasi itu 
penyidik menyita bebera-
pa dokumen. Termasuk, 
catatan keuangan yang 
berkaitan dengan proyek-
proyek di Kukar.

Sebelumnya, Rita ber-
sama Komisaris PT Media 
Bangun Bersama Khai-
rudin ditetapkan sebagai 
tersangka oleh KPK dalam 
kasus dugaan penerimaan 
gratifi kasi. Keduanya dise-
but menerima gratifikasi 
atas sejumlah proyek di 
wilayah Kutai Kartanegara. 

Total gratifikasi yang 
diterima Rp6 miliar. Uang 
suap itu diterima Rita pada 
Juli atau Agustus 2010 dan 
diberikan untuk pembe-
rian izin lokasi kepada PT 
Sawit Golden Prima. 

Namun Rita memban-
tah duit itu merupakan 
suap. Menurutnya uang 
Rp6 miliar itu hasil pen-
jualan emas kepada Hery. 
Dalam kasus ini KPK juga 
menyita empat mobil Rita, 
yaitu Hummer tipe H3, 
Toyota Vellfi re, Ford Eve-
rest, dan Land Cruiser. 

Mobil itu diduga ha-

sil suap dan gratifikasi 
pemberian izin lahan per-
kebunan di daerah. Atas 
perbuatannya, Rita dan 
Khairudin dijerat melan-
ggar Pasal 12 huruf B UU 
No 20 Tahun 2001 tentang 
Pemberantasan Tindak 
Pidana Korupsi jo Pasal 55 
ayat (1) ke-1 KUHP.

Dari hasil pengemban-
gan, KPK kembali mene-
tapkan Rita dan Direktur 
Utama PT Sawit Golden 
Prima, Hari Susanto Gun 
sebagai tersangka kasus 
suap perizinan lokasi per-
kebunan sawit inti dan 
plasma di lingkungan Pem-
kab Kutai Kartanegara. 

Dari sini, Rita meraup 
keuntungan Rp6,9 miliar. 
Dalam kasus ini Rita di-
jerat Pasal 12 huruf a atau 
12 huruf b atau Pasal 11 UU 
No 31 tahun 1999 sebagai-
mana diubah dalam UU 
No 20 tahun 2001 tentang 

Pemberantasan Tindak 
Pidana Korupsi.

Hari selaku pemberi 
suap dijerat Pasal 5 ayat 1 
huruf a atau Pasal 5 ayat 1 
huruf b atau Pasal 11 UU 

No 31 tahun 1999 sebagai-
mana diubah dalam UU 
No 20 tahun 2001 tentang 
Pemberantasan Tindak 
Pidana Korupsi. 
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Bupati Kukar Kembali Digarap KPK

RITA WIDYASARI
ISTIMEWA

yang beredar, dirinya akan 
mempersempit menjadi 
46 dengan 10 diantaranya 
akan digabungkan menjadi 
satu trayek.

Terhadap angkutan 
kecil, seperti angkot, dari 
152 trayek yang ada dan 
dikelolah 13 operator yang 
tersedia. Andri menyakini 
rerouting akan mencapai 
hingga ke gang gang kecil 
di pemukiman.

“Inilah yang nanti akan 
kita hitung berapa sih subsi-
di yang harus kita keluarkan 
untuk menerapkan itu,” 
tutur Andri sembari men-
jelaskan jumlah subsidi 
mencapai Rp2,8 Triliyun. 

Jakarta, HanTer - Komi-
si Pemberantasan Korupsi 
(KPK) memeriksa enam sak-
si dalam penyidikan tindak 
korupsi suap terkait perkara 
banding atas nama terdakwa 
Marlina Moha Siahaan da-
lam perkara TPK tunjangan 
penghasilan aparatur peme-
rintah desa (TPAPD) Kab 
Bolaang Mongondow tahun 
2010.

“Saksi-saksi yang dipe-
riksa terdiri dari Ketua Pen-
gadilan Negeri Manado, Ha-
kim PN Manado, Pelaksana 
Harian Panitera PN Mana-
do, Anggota Majelis Hakim 
Banding PN Manado, Jaksa 
Penuntut Umum Perkara Po-
kok Marlina Moha Siahaan, 
dan Penasihat Hukum. Pe-
meriksaan dilakukan di kan-
tor Polda Sulawesi Utara,” 
ujar Juru Bicara KPK Febri 
Diansyah di gedung KPK, 
Jakarta, Rabu (18/10/2017).

Menurut Febri, materi 
pemeriksaan yang dilakukan 
terkait dengan mekanisme 
penanganan perkara ban-
ding terdakwa Marlina Moha 
Siahaan di Pengadilan Nege-
ri Manado.

“Untuk pimpinan atau 
Majelis Hakim di tingkat 
pertama kami dalami bagai-
mana proses persidangan 
saat itu karena proses persi-
dangan di tingkat Pengadilan 
Tipikor ini diketahui oleh 
pihak-pihak yang terkait 
apakah itu majelis hakim, 
Jaksa Penuntut Umumnya 

atau pun pihak kuasa hukum 
pada saat itu,” ujarnya.

Menurut Febri, untuk 
proses bandingnya tentu 
yang mengetahui adalah 
hakim pada tingkat banding 
tersebut.

“Jadi, materi-materinya 
yang kami dalami itu ter-
masuk juga proses dari ting-
kat pertama pada banding 
karena dalam kasus ini kan 
diduga penerimaan suap 
tersebut untuk mempenga-
ruhi putusan banding. Jadi 
itu kami dalami juga,” ucap 
Febri.

KPK telah menetapkan 
Ketua Pengadilan Tinggi Ma-
nado Sudiwardono dan ang-
gota Komisi XI DPR RI dari 
Fraksi Partai Golkar Aditya 
Anugrah Moha sebagai ter-
sangka dugaan suap terkait 
putusan banding perkara 
kasus korupsi Tunjangan 

Penghasilan Aparatur Peme-
rintah Desa (TPAPD) Kabu-
paten Bolaang Mongondow 
tahun 2010.

Sudiwarsono dan Aditya 
diamankan dalam Operasi 
Tangkap Tangan (OTT) KPK 
di hotel di daerah Pecenon-
gan Jakarta Pusat pada Ju-
mat (6/10) malam dengan 
barang bukti sebesar 64 ribu 
dolar Singapura dari total 
“commitment fee” sebesar 
Rp1 miliar dalam pecahan 
dolar Singapura.

Pemberian uang diduga 
untuk mempengaruhi pu-
tusan banding dalam per-
kara ibunda Aditya, Marlina 
Moha Siahaan selaku Bu-
pati Bolaang Mongondow 
periode 2001-2006 dan 
2006-2015 yang sudah 
divonis bersalah 5 tahun 
penjara dalam perkara 
korupsi TPAPD Bolaang 

Mongondow. Uang juga di-
berikan agar Marlina tidak 
perlu ditahan.

Pemberian uang sudah 
dilakukan sejak pertengahan 
Agustus 2017 yaitu sebesar 
60 ribu dolar Singapura di 
Manado selanjutnya pada 
Jumat (6/10) kembali di-
serahkan 30 ribu dolar Sin-
gapura seusai penyerahan di 
pintu darurat salah satu hotel 
di Jakarta, dan masih ada 11 
ribu dolar Singapura yang 
ada di mobil Aditya.

Sebelumnya, KPK sudah 
melakukan supervisi terkait 
penanganan kasus TPAPD 
Kabupaten Bolaang Mon-
gondow sejak 2014.

“Penanganan kasus 
TPAPD Kabupaten Bolaang 
Mongondow yang saat ini 
diduga ingin dipengaruhi 
dalam kasus suap terhadap 
Kepala Pengadilan Tinggi 
Manado tersebut awalnya 
telah disupervisi KPK,” kata 
Febri.

Menurut Febri, penyidi-
kan kasus tersebut dilakukan 
Polres Bolaang Mongondow 
dan supervisi dilakukan KPK 
sejak 2014 dengan kerja 
sama yang baik antara KPK 
dan Polri.

“Sejumlah pihak dalam 
kasus ini sudah diproses ke 
Pengadilan Tipikor. Enam 
di antaranya sudah dijatuhi 
putusan Pengadilan Tipikor 
yg berkekuatan hukum te-
tap,” tuturnya.
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KPK Dalami Kasus Suap Kab Bolaang Mongondow Empat Kapal Perang
India Tiba di Jakarta
Jakarta, HanTer - Empat 
kapal perang India, yakni 
INS Tir (A 86), INS Sujata 
(P 56), ICGS Sarathi serta 
INS Sudarshini (A 77) tiba di 
Jakarta dan merapat di Der-
maga Jakarta International 
Container Terminal (JICT) 
II Tanjung Priok, Jakarta 
Utara, Rabu.

Kadispen Lantamal III, 
Mayor Laut (KH) Ign M 
Pundjung T dalam keteran-
gan tertulisnya di Jakarta, 
menyebutkan, kedatangan 
Kapal Perang Angkatan 
Laut India tersebut disam-
but Pasukan Kehormatan 
Pangkalan Utama TNI 
Angkatan Laut (Lantamal) 
III Jakarta yang dipimpin 
Plh Wadan Lantamal III 
merangkap Asops Danlan-
tamal III Kolonel Laut (P) 
Teddie Bernard Hernawan 
didampingi Danpomal Lan-
tamal III Kolonel laut (PM) 
Ade Permana dan perwira 
lainnya.

Empat kapal perang In-
dia yang datang berkunjung 
selama lima hari hingga 22 
Oktober 2017 itu memiliki 
karakteristik umum.

seperti kapal INS Tir 
(A 86) dengan Komandan 
Kapal Captain DJ Revar 
ini merupakan type Trai-
ning Ship berkelas/jenis 
Tir Class yang berdimensi 

panjang 105,85 meter, le-
bar 13,20 meter, draft 4,8 
meter, bobot 1,920 ton, 
kecepatan maksimal 21 
knot, pengawak 70 orang 
serta dilengkapi berbagai 
persenjataan.

Sedangkan kapal INS 
Sujata (P 56) di bawah 
pimpinan Commander KB 
Singh adalah kapal type 
Patrol Vessel berkelas/je-
nis Sukanya Class dengan 
dimensi panjang 101 meter, 
lebar 11,5 meter, draft 4,5 
meter, bobot 1,920 ton, 
kecepatan maksimal 21 
knot, pengawak 70 orang 
serta dilengkapi berbagai 
persenjataan.

ICGS Sarathi dengan 
Komandan Kapal Com-
mander Pankaj Agrawal 
tergolong dalam type Patrol 
Boat berkelas/jenis Sama-
rath Class memiliki dimensi 
panjang 105 meter, lebar 
13,6 meter, draft 6,2 meter, 
kecepatan maksimal 23 
knot, pengawak 18 perwira 
dan 108 pelaut serta dileng-
kapi persenjataan.

Selain itu, Kapal INS 
Sudarshini (A 77) dibawah 
pimpinan Commander 
Amulya R Mishra termasuk 
type Training Tall Ship ber-
kelas/jenis Three Masted 
Barque dengan dimensi 
panjang 54 meter, lebar 8,53 

meter, tinggi 34,5 meter, 
draft 4,5 meter, bobot 427 
ton, kecepatan 10 knot dan 
pengawak 6 perwira dan 
45 kadet.

Kemudian, Teddie Ber-
nard Hernawan mewakili 
Komandan Lantamal III 
Laksamana Pertama TNI 
Muchammad Richad me-
nerima Courtesy Call (CC) 
para komandan kapal pe-
rang India yang dipimpin 
Captain DJ Revar di Mako 
Lantamal III Jakarta.

Turut hadir pada kun-
jungan kehormatan perwi-
ra India tersebut, Asintel 
Danlantamal III Kolonel 
Marinir I Gede Dewa Wi-
rawan, Ka Kuwil Lantamal 
III Kolonel Laut (S) Rach-
mat Kurniawan Putra, As-
pers Danlantamal III Letkol 
Laut (S) Binsar Mangaratua 
S, Dandema Lantamal III 
Letkol Marinir Kristiyo-
no dan beberapa perwira 
lainnya.

Selain itu juga akan di-
laksanakan olahraga per-
sahabatan, yakni pertan-
dingan sepak bola, bola voli 
dan tarik tambang antara 
Tentara Angkatan Laut In-
dia dengan Prajurit Lanta-
mal III Jakarta di lapangan 
Mako Lantamal III, pada 
Kamis (19/10/2017).

n Danial

FEBRI DIANSYAH
ISTIMEWA

Jakarta, HanTer—Bupati 
Kutai Kartanegara, Kaliman-
tan Timur (nonaktif) Rita 
Widyasari, tersangka kasus 
dugaan suap perizinan lo-
kasi perkebunan sawit inti 
dan plasma di lingkungan 
Pemkab Kutai Kartanegara 
kembali menjalani pemerik-
saan di Komisi Pemberan-
tasan Korupsi (KPK).

Kali ini Rita diperiksa 
dalam kapasitasnya sebagai 
saksi dalam kasus dugaan 
gratifikasi yang menjeratnya 
juga sebagai tersangka.

“Yang bersangkutan 
(Rita diperiksa untuk ter-
sangka HSG (Hari Susanto 
Gun, Direktur Utama PT 
Sawit Golden Prima),” kata 
Juru Bicara KPK Febri Di-
ansyah saat dikonfirmasi, 
Rabu (18/10/2017).

Febri menuturkan, sela-
in Rita, penyidik KPK juga 
melakukan pemeriksaan 
ulang terhadap saksi dari 
unsur swasta, yakni Kevin 
Wijaya. Kevin diperiksa 
sebagai saksi untuk tersang-
ka Rita. Febri belum bisa 

menjelaskan terkait materi 
pemeriksaan Rita kali ini.

Informasinya pemeriksa-
an Rita kali ini untuk menda-
lami perannya dalam peneri-
maan gratifikasi dan suap.

Karena selain Rita, ada 11 
orang dengan sebutan ‘Tim 
11’ yang ikut mengatur pro-
yek-proyek di Pemkab Kukar.

T i m  1 1  m e r u p a k a n 
orang-orang di lingkaran 
Rita yang ikut mengenda-
likan pemerintahan Kukar. 
Bahkan, mereka disebut-
sebut sebagai pihak yang 
mengendalikan, menentu-
kan anggaran proyek dan 
mempengaruhi kebijakan 
perizinan proyek-proyek 
besar di wilayah Kukar. 
Kharudin yang merupakan 
Komisaris PT Media Bangun 
disebut-sebut sebagai pucuk 
pimpinan dari Tim 11 itu.

Pengusutan keterlibatan 
Tim 11 tidak hanya berhenti 
di Kharudin. Karena 10 orang 
dari Tim 11 lainnya menjadi 
bidikan KPK selanjutnya. 
Selain mendalami kesebelas 
mafia daerah yang diduga 

kecipratan gratifikasi atau 
suap, penyidik juga bakal 
mendalami pihak pemberi.

Hal itu ditandai dengan 
gencarnya penggeledahan 
di sejumlah kantor Kepala 
Dinas di lingkungan Pem-
kab Kukar. Apa lagi, dari 
sejumlah lokasi itu penyidik 
menyita beberapa dokumen. 
Termasuk, catatan keuangan 
yang berkaitan dengan pro-
yekproyek di Kukar.

Sebelumnya, Rita ber-
sama Komisaris PT Media 
Bangun Bersama Khairudin 
ditetapkan sebagai tersang-
ka oleh KPK dalam kasus 
dugaan penerimaan gra-
tifikasi. Keduanya disebut 
menerima gratifikasi atas 
sejumlah proyek di wilayah 
Kutai Kartanegara.

Total gratifikasi yang 
diterima Rp6 miliar. Uang 
suap itu diterima Rita pada 
Juli atau Agustus 2010 dan 
diberikan untuk pemberian 
izin lokasi kepada PT Sawit 
Golden Prima.

Namun Rita membantah 
duit itu merupakan suap. Me-

nurutnya uang Rp6 miliar itu 
hasil penjualan emas kepada 
Hery. Dalam kasus ini KPK 
juga menyita empat mobil 
Rita, yaitu Hummer tipe 
H3, Toyota Vellfire, Ford 
Everest, dan Land Cruiser.

Mobil itu diduga hasil 
suap dan gratifikasi pembe-
rian izin lahan perkebunan 
di daerah. Atas perbuat-

annya, Rita dan Khairudin 
dijerat melanggar Pasal 12 
huruf B UU No 20 Tahun 
2001 tentang Pemberantas-
an Tindak Pidana Korupsi jo 
Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Dari hasil pengembang-
an, KPK kembali menetapkan 
Rita dan Direktur Utama PT 
Sawit Golden Prima, Hari 
Susanto Gun sebagai ter-

sangka kasus suap perizinan 
lokasi perkebunan sawit inti 
dan plasma di lingkungan 
Pemkab Kutai Kartanegara.

Dari sini, Rita meraup 
keuntungan Rp6,9 miliar. 
Dalam kasus ini Rita dijerat 
Pasal 12 huruf a atau 12 hu-
ruf b atau Pasal 11 UU No 31 
tahun 1999 sebagaimana di-
ubah dalam UU No 20 tahun 

2001 tentangPemberantasan 
Tindak Pidana Korupsi.

Hari selaku pemberi suap 
dijerat Pasal 5 ayat 1 huruf a 
atau Pasal 5 ayat 1 huruf b 
atau Pasal 11 UU No 31 tahun 
1999 sebagaimana diubah 
dalam UU No 20 tahun 2001 
tentang Pemberantasan Tin-
dak Pidana Korupsi.
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Bupati Kutai Kartanegara Kembali Digarap KPK


